BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis penelitian pada
bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan BMN
pada Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan secara
umum belum dikelola secara optimal, efektif dan efisien sesuai
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-
KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik
Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan yaitu aset dengan
kondisi Rusak Berat tidak terlaksanan dengan tuntas. Direktorat KKHL
belum menerapkan cara yang sesuai dengan ketentuan dalam
melaksanakan inventarisasi. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian
untuk masing-masing aspek dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaanan Kebutuhan dan Penganggaran
Pengelolaan BMN Direktorat KKHL dari aspek perencanaanan
kebutuhan dan penganggaran dimulai dari penyusunan RKBMN
dan penyusunan anggaran BMN dapat dianalisis bahwa

penyusunan disusun sesuai kebutuhan namun belum dilengkapi
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dengan data dukung penghapusan BMN. Maka dapat disimpulkan
bahwa Pengelolaan BMN pada Direktorat KKHL Kementerian
Kelautan dan Perikanan dari aspek perencanaanan kebutuhan dan
penganggaran belum memenuhi perencanaan yang baik.

. Aspek Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengelolaan BMN Direktorat KKHL dari aspek pengamanan dan
pemeliharaan dilakukan dengan cara inventarisasi menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan kondisi barang antara di laporan
dengan kondisi di lapangan. Penyebabnya dikarenakan Petugas
BMN tidak melakukan pemutakhiran (updating) laporan kondisi
barang. Kendala dalam inventarisasi adalah menumpuknya barang
di gudang penyimpanan aset, adanya BMN yang tidak berstiker
label BMN, dan belum adanya Daftar Barang Ruangan.
Penghematan anggaran biaya pengamanan dan pemeliharaan
tidak terlaksana karena BMN Rusak Berat terus bertambah tanpa
ada penghapusan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
BMN pada Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan
dari aspek pengamanan dan pemeliharaan belum dilaksanakan
dengan optimal, efektif dan efisien.

. Aspek Penghapusan dan Pemindahtanganan

Pengelolaan BMN pada Direktorat KKHL dari aspek penghapusan
dan pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk pengalihan

kepemilikan, pemusnahan dan pemindahtanganan BMN yang
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dilakukan dengan cara penjualan atau lelang pada Aset Tetap yang
Tidak Digunakan dengan kondisi barang Rusak Berat berupa
Peralatan dan Mesin. Namun dalam proses penjualan BMN belum
tuntas karena gagal lelang disebabkan pembeli wanprestasi yaitu
sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak melunasi
harga lelang. Direktorat KKHL belum melaksanakan penghapusan
BMN secara teratur disebabkan oleh petugas BMN kurang
maksimal dalam bekerja. Maka dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan BMN pada Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan
Perikanan dari aspek penghapusan dan pemindahtanganan belum
dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien.

. Aspek Pengawasan dan Pengendalian

Pengelolaan BMN Direktorat KKHL dari aspek pengawasan dan
pengendalian dilaksanakan oleh KPB dengan cara memeriksa data
dari Petugas BMN secara periodik, dan meminta aparat pengawas
fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan
dan penertiban BMN. Pengendalian belum optimal karena petugas
BMN kurang maksimal dalam melakukan inventarisasi. Adanya
BMN yang tidak berstiker label BMN menyulitkan ketika proses
penghapusan. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan BMN
pada Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan dari
aspek pengawasan dan pengendalian belum sepenuhnya

memenuhi pengendalian yang baik.

98



B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat menyampaikan
saran-saran mengenai pengelolaan BMN pada Direktorat KKHL

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaanan Kebutuhan dan Penganggaran:
Menginstruksikan petugas BMN agar melengkapi data dukung
perencanaan yaitu dokumen pengajuan penjualan atau Lelang
kendaraan ke KPKNL sebanyak 7 unit agar usulan pengadaan baru
dapat disetujui karena sesuai dengan jumlah exsisting kendaraan
yaitu sebanyak 5 unit.

2. Aspek Pengamanan dan Pemeliharaan:

Memerintahkan petugas BMN agar melakukan inventarisasi dengan

cara menempel stiker label BMN permanen, membuat Daftar

Barang Ruangan dan mencatat kondisi barang baik secara manual

juga menginput ke dalam aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan hasil

inventarisasi.

3. Aspek Penghapusan dan Pemindahtanganan:

a. Menginstruksikan petugas BMN agar menginventarisasi BMN
yang sudah Rusak Berat dengan atau tanpa Surat Tugas untuk
selanjutnya dilakukan pengusulan penghapusan.

b. Berkoordinasi secara tertulis serta mengadakan pertemuan
kepada Biro Keuangan KKP juga berkonsultasi kepada KPKNL

untuk dapat menurunkan nilai limit penjualan atau lelang BMN.
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4. Aspek Pengawasan dan Pengendalian:
Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal

KKP, Biro Keuangan KKP dan KPKNL dalam rangka peningkatan

pengawasan dan pengendalian BMN.
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